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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. PT Bio Farma (Persero) dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha, 

badan hukum dapat dikualifikasikan sebagai konsumen, dan vaksin 

COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai barang berdasarkan UUPK. 

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam vaksinasi 

gotong royong COVID-19 di Indonesia dapat didasarkan pada UUPK.   

2. Tanggung jawab hukum PT Bio Farma (Persero) merupakan tanggung 

jawab kontraktual. UUPK hanya mengatur secara khusus mengenai 

tanggung jawab kontraktual yang didasarkan pada perjanjian atau 

kontrak baku. Sedangkan kontrak yang sifatnya tidak baku diatur dalam 

KUH.Perdata. Oleh karena itu, tanggung jawab kontraktual PT Bio 

Farma (Persero) sebagai pelaku usaha terbagi menjadi 2. Pertama, 

kontrak yang sifatnya baku tunduk pada UUPK dan kontrak yang 

sifatnya tidak baku tunduk pada KUH.Perdata.  

3. Konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa, baik melalui 

peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (non litigasi). Penyelesaian 

sengketa melalui peradilan dilakukan di lingkungan peradilan umum. 

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar peradilan dilakukan melalui 

BPSK.  

4. Apabila karyawan/karyawati sebagai pihak yang menerima vaksin 

COVID-19 mengalami KIPI, maka upaya yang dapat dilakukan adalah 

mengajukan permohonan santunan cacat atau kematian sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 

Tahun 2021. Namun, pemerintah hanya memberikan santunan cacat 

atau kematian setelah adanya riset atau penelitian dari Komnas KIPI 

sesuai kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
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Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.  

 

2. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai tanggung jawab hukum 

pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam vaksinasi gotong 

royong COVID-19 di Indonesia, maka saran penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut mengenai vaksinasi gotong 

royong COVID-19. Salah satunya adalah mengenai tarif maksimal 

vaksinasi gotong royong COVID-19. Perubahan terhadap jenis vaksin 

yang dapat digunakan dalam vaksinasi gotong royong COVID-19 harus 

diikuti dengan perubahan terhadap besarnya tarif maksimal vaksinasi, 

mengingat bahwa besaran tarif maksimal yang telah diatur hanya untuk 

vaksin jenis Sinopharm. Pengaturan yang lebih jelas dan pasti 

diharapkan dapat mendorong lebih banyak badan hukum untuk 

mengadakan vaksinasi gotong royong COVID-19 dan membantu 

pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19 nasional.  

2. Pelaku usaha, dalam hal ini PT Bio Farma, dan konsumen, dalam hal ini 

badan hukum, diharapkan memperhatikan dan melaksanakan hak serta 

kewajibannya masing- masing dalam pelaksanaan vaksinasi gotong 

royong COVID-19. Alasannya adalah karena vaksinasi berhubungan 

dengan kesehatan sehingga pelaksanaannya pun perlu dilakukan dengan 

hati- hati dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kelalaian salah satu 

pihak dapat berujung pada kecacatan atau kematian penerima vaksin.  

3. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

gugatan sederhana, mengingat gugatan sederhana dapat menjadi pilihan 

bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai gugatan 

yang tidak melebihi Rp 500.000.000,00.  

4. Pemerintah perlu memperbaiki dan mengatur lebih lanjut mengenai 

penyelesaian sengketa melalui BPSK, mengingat adanya beberapa 

pertentangan dalam UUPK.  
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